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BAB VI 

SARAN 

 

6.1  Bagi Mahasiswa Apoteker 

1. Mahasiswa calon apoteker perlu meningkatkan kemampuan 

berkomunikasi sehingga dapat memberikan informasi kepada 

pasien dengan baik, serta membekali diri dengan pengetahuan 

yang cukup tentang obat-obatan yang sering digunakan oleh 

masyarakat agar dapat memberikan pelayanan komunikasi, 

informasi dan edukasi (KIE) kepada masyarakat dengan benar dan 

jelas, serta membekali diri dengan dasar pelayanan kefarmasian, 

undang-undang kefarmasian dan manajemen apotek. Dengan 

demikian diharapkan calon apoteker lebih siap dalam 

melaksanakanPraktek Kerja Profesi Apoteker di apotek 

2. Mahasiswa calon apoteker diharapkan mempersiapkan diri agar 

dapat ikut aktif dalam memberikan pelayanan kefarmasian kepada 

masyarakat serta membantu kegiatan pengelolaan manajemen di 

apotek seperti perencanaan sediaan farmasi dan alat kesehatan, 

pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan, 

pemusnahan, pencatatan, sampai dengan pelaporan 

3. Calon apoteker hendaknya meningkatkan ketelitian dalam 

melaksanakan pekerjaan kefarmasian, sehingga meminimalkan 

terjadinya kesalahan dalam pemberian obat kepada pasien, serta 

calon apoteker diharapkan dapat terus belajar berlatih cara 

berkomunikasi yang baik kepada masyarakat, sehingga dapat 

menyampaikan informasi yang benar serta mudah dipahami 

sehingga tidak disalahartikan oleh masyarakat. 
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6.2  Bagi Apotek Megah Terang 

1. Apotek sebaiknya menggunakan sistemn komputer, agak proses 

pengecekan terhadap kestersiediaan maupun jumlah sisa bisa lebih 

cepat  

2. Apotek Megah Terang disarakan dapat meningkatkan penggunaan 

Patient Medication Record (PMR) untuk mempermudah dalam 

menjalankan peran apoteker di masyarakat.   

3. Apotek Megah Terang disarankan untuk membuat SOP (Standar 

Operasional Prosedur) yang bertujuan untuk : 

a. Agar petugas/pegawai menjaga konsistensi dan tingkat kinerja 

petugas/pegawai atau tim dalam organisasi atau unit kerja. 

b. Agar mengetahui dengan jelas peran dan fungsi tiap-tiap posisi 

dalam organisasi 

c. Memperjelas alur tugas, wewenang dan tanggung jawab dari 

petugas/pegawai terkait. 

d. Melindungi organisasi/unit kerja dan petugas/pegawai dari 

malpraktek atau kesalahan administrasi lainnya. 

e. Untuk menghindari kegagalan/kesalahan, keraguan, duplikasi 

dan inefisiensi. 
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